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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili
perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 18 Juni 1969,
agama lIslam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat
kediaman di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota
Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.
Sebagai Penggugat.
melawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kampung Teluk Jari, 1 Juli 1974,
agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas,
pekerjaan dahulu Buruh Harian Lepas, tempat
kediaman dahulu di Kecamatan Padang Panjang Barat,
Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, tempat
kediaman sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam
maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
Sebagai Tergugat.
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Juli 2022 telah
mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Padang Panjang, dengan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.PP, tanggal 5 Juli
2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang,
pada tanggal 17 Februari 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
xxx/10/11/1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang,
Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 17 Februari 1997.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga
di rumah orang tua Penggugat di JI. Anas Karim No. 74, RT. 18, Kelurahan
Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang
Panjang, kemudian tingal berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah
orang tua Penggugat di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang
Panjang, sampai berpisah.

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul
sebagai suami isteri, namun tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 mulai tidak rukun dan tidak
harmonis, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena ikut campur pihak ketiga (keluarga Tergugat) yang
mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, keluarga Tergugat sering berupaya menyudutkan Penggugat,
sedangkan Tergugat sering membiarkan Penggugat terus-menerus
disudutkan oleh keluarga Tergugat.

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
terjadi pada akhir tahun 2017, yang disebabkan karena kedaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk disebakan ikut
campur pihak ketiga tersebut, hingga pada akhir tahun 2017 ini (Penggugat
dan Tergugat waktu itu tinggal di Malaysia) Penggugat memiilih untuk
pulang kampung sementara waktu karena Penggugat tidak tahan dengan
perlakuan tidak baik dari keluarga Tergugat terhadap Penggugat,
Penggugat mengizinkan Penggugat untuk pulang, namun Tergugat tidak
bisa langsung ikut pulang dengan Penggugat dengan berbagia alasan.
Hingga semenjak kepulangan Penggugat hubungan Penggugat dan

Tergugat masih terjalin, Tergugat masih ada menghubungi Penggugat dan
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Tergugat pun masih ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat. namun
semenjak tanggal 2 Februari 2018 Tergugat tidak pernah lagi menghubungi
Penggugat (putus kontak), dan Tergugat pun tidak pernah lagi mengirimkan
nafkah kepada Penggugat, hingga sekarang. Sehingga semenjak itu
Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, hingga saat ini.

6. Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui sesuai dengan Surat
Keterangan Ghaib Nomor: 002/SKG/KM-PPB/VII-2022 yang dikeluarkan
oleh Lurah Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang
Barat, Kota Padang Panjang, pada tanggal 5 Juli 2022.

7. Bahwa sejak kepulangan Penggugat pada akhir tahun 2017 antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang
sampai sekarang lebih kurang 5 tahun.

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat
berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan
Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari
Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam
menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang
timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon
kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim
Pengadilan Agama Padang Panjang berkenan memeriksa dan mengadili
gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir
menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak
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pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang
menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut dengan Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia Bukittinggi,
Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 6 Juli 2022 dan tanggal 8 Agustus 2022
ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah
menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi
tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan
nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan
mahaligai rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak
dapat didengar, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat)
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi
Sumatera Barat pada tanggal 12 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah
di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/10/11/1997, yang dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang
Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat pada
tanggal 17 Februari 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup
dan di-nazegelen, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi
1. SAKSI |, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 02 Juni 1954,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Lepas, tempat kediaman
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di Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera

Barat. Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT,
Tergugat adalah sebagai suami Penggugat yang telah menikah tahun
1997 di Padang Panjang;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung
Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang,
dan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Malaysia;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2000 mulai tidak
rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar, saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat Tergugat dikarenakan keluarga ikut campur pihak ketiga
yaitu keluarga Tergugat. Bahkan Tergugat tidak membela Penggugat
saat ada masalah dengan keluarga Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dann Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;

- Bahwa saksi dan Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat
melalui Handphone, namun tidak berhasil;

- Bahwa ssaha damai tidak bisa dilakukan karena Tergugat tidak

diketahui alamatnya

2. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 09 Juli 1963,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat
kediaman di Kecamatan Padang Panjang Barat, Provinsi Sumatera
Barat. Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama TERGUGAT
sebagai suami dari Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kampung
Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang,
namun Penggugat dan Tergugat bolak baik ke Malaysia;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun semenjak 5 tahun lalu mulai tidak rukun
dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar, saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat Tergugat dikarenakan keluarga Tergugat ikut campur dalam
masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dann Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu dimana keberadaan
Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa usaha damai tidak bisa dilakukan karena Tergugat tidak
diketahui alamatnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya,
kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan
bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar
gugatannya dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar
kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang
tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan
bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang
perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam
lingkup kewenangan Pengadilan Agama (absolute competentie);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa
Penggugat beralamat di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang
Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat
mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai
cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat
benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat
oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas sebagaimana termuat dalam
surat gugatan Penggugat dan bukti P.1, ternyata Penggugat bertempat tinggal
dalam Wilayah Kota Padang Panjang, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan
Agama Padang Panjang, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang
Panjang berwenang untuk memeriksa perkara ini (relative competentie);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang
dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan

ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1
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Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa
Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang
sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai
hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini
(persona legal standing in judicio), karenanya Penggugat mempunyai kualitas
untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap
dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah
serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan
yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui
Pengumuman pada Radio Republik Indonesia Bukittinggi sesuai dengan relaas
panggilan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 6 Juli 2022 dan tanggal 8
Agustus 2022, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg,
perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak menghadap ke
persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal
154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi
Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian
Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 138 dan Pasal 139
Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang
berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu

Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
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dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai
kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh
suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), oleh karena itu
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk
mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat
juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui
seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan
Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diputus secara
verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar
keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat
bermohon untuk bercerai dari Tergugat adalah karena sejak tahun 2000, rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis,
karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena ikut campur pihak ketiga (keluarga Tergugat) yang mengakibatkan
ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga
Tergugat sering berupaya menyudutkan Penggugat, sedangkan Tergugat
sering membiarkan Penggugat terus-menerus disudutkan oleh keluarga
Tergugat, dan semenjak tanggal 2 Februari 2018 Tergugat tidak pernah lagi
menghubungi Penggugat (putus kontak), dan Tergugat pun tidak pernah lagi
mengirimkan nafkah kepada Penggugat, hingga sekarang. Sehingga semenjak
itu Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, hingga saat ini;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat pada akhir tahun 2017,
antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang
sampai sekarang lebih kurang 5 tahun, atau sebagaimana termuat pada duduk
perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban
Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat
tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah
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dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai
cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1985 jo. Pasal 3 dan Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun
2020, dan telah di-nazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi
persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah
di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti
tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil
gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo.
Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat
dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak
tanggal 17 Februari 1997;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua
orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat
formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah
keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi
tersebut secara pribadi (in person), telah menghadap sendiri ke persidangan
dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah
memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta
relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus
dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat
materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo.
Pasal 308 - 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9
tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai
bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta
pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
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2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak
harmonis lagi, penyebabnya karena keluarga Tergugat ikut campur dalam
masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibatnya, antara
Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima)
tahun yang lalu;

3. Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang
sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta
tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut di atas, pada fakta poin (1)
Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan
demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak
(persona standi in judicio) dalam perkara ini, dan Penggugat berhak
mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana
dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi,
penyebabnya karena keluarga Tergugat ikut campur dalam masalah rumah
tangga Penggugat dan Tergugat akibatnya, antara Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, dan tidak pernah
kembali lagi sampai sekarang. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa
gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi
bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah
SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

Jaas leal) VA8LED WA 550 8Ll G &1 GIR G asldl G

[

G, - “ < _ \, . @ Z Z% Lo
050885 p58) Sl3Y Al 4 ) & 4aa5) Base aSin

Artinya: ”Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan
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diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa,;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum
ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di
atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan
ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar
ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, namun dalam perkara a quo
Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat (putus kontak) sejak
sekitar 5 (lima) tahun yang lalu tanpa ada tanggung jawab terhadap Penggugat,
sehingga dengan situasi dan kondisi demikian sangat mustahil dapat
diwujudkan tujuan perkawinan yang suci dan mulia tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan
perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-
ekses negatif (madharat) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan
kaidah Hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim,
berbunyi:

FAladl Gla o axie auliall ¢ g

Artinya : “menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan ”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada
hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini
perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak
berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi lhsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal
19 huruf (f) jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya Majelis Hakim
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berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk
menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan
perceraian sebagaimana maksud Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
maka petitum angka (2) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat
ba’da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi
Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan
sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas
perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam
bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya
perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum syara’ yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT).

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Agus Sopyan, S.H.l.,, M.H.
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sebagai Ketua Majelis, Rifazul Azdmi, S.H.l.,, dan Ranti Rafika Dewi, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan Asri, S.H.l., sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Agus Sopyan, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd. Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I. Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Asri, S.H.I.
Perincian Biaya :
1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp230.000,00
4. Biaya PNBP Relaas Pengugat dan Tergugat Rp 20.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Putusan Rp 50.000,00
6. Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Rp 10.000,00
7. Redaksi Rp 10.000,00
8. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp410.000,00
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